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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Transformasi
Pelayanan Publik Berbasis Digital: Strategi, Inovasi, dan Tata Kelola di
Era Society 5.0 dapat diselesaikan dengan baik. Perkembangan zaman
menuntut organisasi untuk menerapkan proses pelayanan publik
berbasis digital untuk meningkatkan kepuasaan good governance.
Sebagai stakeholder, pemerintah harus memberikan pelayanan yang
cepat dan tepat kepada masyarakat sehingga akan berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman materi
secara teoritis dan praktis mengenai konsepsi dasar pelayanan publik
era society, inovasi pelayanan berbasis collaborative governance,
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan,
komunikasi publik, teknologi informasi, penggunaan Artificial
Intelligence, data driven dan pengukuram dan evaluasi pelayanan
publik Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang
bermanfaat dalam proses pembelajara dan pengembangan ilmu dan

pengetahuan.
Makassar, Juli 2026

Tim Penyusun
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BAB 1
TRANSFORMASI PELAYANAN
PUBLIK DI ERA SOCIETY 5.0

Faisal Ardiansyah, S.A.P., M.A.P.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik mengalami pergeseran dari model administrasi
yang berpusat pada organisasi menuju pelayanan yang berpusat pada
manusia. Pergeseran tersebut didorong oleh kenyataan bahwa logika
berbasis loket, prosedur, hierarki, dan standardisasi semakin sulit
menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, dinamis, dan
terhubung secara digital. Warga kini menilai pemerintah melalui
pengalaman konkret, seperti kemudahan memahami layanan, waktu
yang dibutuhkan, pengulangan data, akses dalam kondisi
keterbatasan, dan keterjelasan keputusan. Perubahan ukuran
keberhasilan tersebut menggeser pertanyaan mendasar dalam
pelayanan publik dari “apakah prosedur telah dijalankan?” menjadi
“apakah kebutuhan warga telah diselesaikan secara adil, mudah, dan
dapat dipercaya?” (Latupeirissa et al., 2024; Waara, 2025). Model
konvensional dibangun untuk menjamin kepastian, legalitas,
konsistensi, dan pengendalian administratif. Hierarki mengatur
kewenangan, standardisasi membatasi kesewenang-wenangan, dan
spesialisasi membentuk kompetensi organisasi. Persoalan timbul
ketika struktur administratif menjadi pusat pelayanan, sehingga
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warga harus memahami pembagian instansi, istilah birokrasi, dan
jalur pemerintah sebelum memperoleh haknya.

Digitalisasi hadir sebagai respons terhadap tekanan perubahan,
tetapi sering hanya memindahkan formulir, antrean, dan dokumen ke
ruang daring tanpa mengubah logika proses. Portal dan aplikasi
bertambah, sementara silo organisasi tetap bertahan. Kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa teknologi tidak mengubah pelayanan ketika
cara berpikir lama dipertahankan. Sistem digital yang dibangun di
atas prosedur yang tidak disederhanakan hanya menghasilkan
birokrasi konvensional dalam antarmuka baru (United Nations
Department of Economic and Social Affairs, 2024; Latupeirissa et al.,
2024). Keterbatasan tersebut mendorong penguatan orientasi human-
centered. Pelayanan kemudian dirancang berdasarkan pengalaman,
kebutuhan, kemampuan, dan konteks hidup warga. Warga tidak lagi
ditempatkan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai manusia yang
memiliki hak, pengetahuan, keterbatasan, preferensi, dan situasi
berbeda. Pemerintah perlu memahami perjalanan warga sejak
kebutuhan muncul hingga masalah selesai. Orientasi ini memberi
dasar normatif bagi Society 5.0 karena teknologi ditempatkan sebagai
sarana untuk memperkuat kesejahteraan manusia, bukan sebagai
tujuan tersendiri (Pappas et al., 2023; Rohayati & Abdillah, 2024).

Orientasi yang berpusat pada manusia memerlukan dukungan
teknologi. Pelayanan yang responsif memerlukan data akurat, sistem
interoperabel, identitas digital aman, analitik, dan kecerdasan buatan.
Teknologi memperluas kapasitas negara untuk menyediakan layanan
yang lebih cepat, personal, proaktif, dan lintas ruang. Namun, risiko
turut meningkat ketika keputusan tidak transparan, data tidak
terlindungi, atau kelompok tanpa akses digital kehilangan jalur
pelayanan. Posisi teknologi bersifat instrumental: memperluas

kemampuan manusia dan organisasi, bukan menggantikan
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pertimbangan publik secara membabi buta (Robles & Mallinson, 2023;
Vatamanu & Tofan, 2025).

Perluasan kapasitas teknologi sekaligus memperlihatkan
persoalan yang melampaui satu organisasi. Kebutuhan warga sering
melintasi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, identitas,
perizinan, transportasi, dan keamanan. Pelayanan yang berpusat pada
manusia menuntut integrasi data, proses, kewenangan, dan sumber
daya. Kebutuhan tersebut menggeser pelayanan dari model organisasi
tunggal menuju ekosistem kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta,
organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan warga perlu berinteraksi
melalui pembagian peran yang jelas. Kolaborasi menjadi arsitektur
kelembagaan yang memungkinkan pelayanan mengikuti masalah
warga, bukan batas organisasi (Hietala & Paivarinta, 2025; Kasiwi et
al, 2025). Meskipun demikian, ekosistem kolaboratif tetap
menghadapi  perubahan  kebutuhan,  ketidakpastian,  dan
perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menuntut kapasitas
inovasi. Pelayanan publik tidak dapat bergantung pada reformasi
besar yang jarang dilakukan lalu mempertahankan desain yang sama
dalam waktu lama. Organisasi perlu menguji solusi, membaca umpan
balik, memperbaiki proses, dan menghentikan inovasi yang tidak
menghasilkan nilai. Inovasi merupakan proses belajar yang
membutuhkan ukuran hasil, perlindungan hak, dan akuntabilitas.
Kapasitas adaptif tersebut menjaga teknologi dan kolaborasi tetap
relevan terhadap kebutuhan manusia yang berubah (Atobishi et al.,
2024; Choi & Cucciniello, 2026).

Bab ini mengajukan argumen bahwa transformasi pelayanan
publik di era Society 5.0 berlangsung melalui empat pergeseran yang
berurutan dan saling bergantung. Pertama, orientasi bergerak dari
organisasi menuju manusia. Kedua, teknologi ditempatkan sebagai

pengungkit kapasitas, bukan tujuan akhir. Ketiga, organisasi tunggal
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bergeser menuju ekosistem kolaboratif. Keempat, inovasi dibangun
sebagai kapasitas belajar dan beradaptasi. Society 5.0 memperoleh
makna substantif ketika keempat unsur tersebut bekerja sebagai satu
paradigma pelayanan: manusia menjadi pusat nilai, teknologi menjadi
enabler, kolaborasi menjadi arsitektur, dan inovasi menjadi mekanisme
adaptasi. Pembahasan disusun mengikuti urutan argumentatif
tersebut. Bagian pertama menjelaskan logika pelayanan publik
konvensional dan batas strukturalnya. Bagian kedua membahas
pelayanan berbasis manusia. Bagian ketiga menempatkan teknologi
sebagai enabler transformasi. Bagian keempat menjelaskan kolaborasi
sebagai arsitektur pelayanan. Bagian kelima membahas inovasi
sebagai kapasitas adaptif. Bagian keenam menguraikan batas normatif
transformasi. Bagian ketujuh menyatukan keempat unsur dalam
paradigma Society 5.0. Bagian kedelapan merumuskan agenda
transformasi pelayanan publik Indonesia, sedangkan bagian
kesembilan menawarkan Kerangka Diagnostik NILAI 5.0. Setiap
subbab menjawab persoalan yang ditinggalkan oleh subbab

sebelumnya.

B. DARI PELAYANAN KONVENSIONAL MENUJU INTEGRASI

CERDAS DAN EKOSISTEM KOLABORATIF

Dalam paradigma konvensional, negara sebagai produsen utama
layanan dan warga sebagai penerima hasil administratif. Model ini
dibangun untuk menjamin legalitas, konsistensi, kepastian, dan
pengendalian melalui hierarki, standardisasi, spesialisasi, dokumen,
serta rantai komando. Unsur-unsur tersebut tetap diperlukan, tetapi
menjadi problematis ketika prosedur berubah dari instrumen
perlindungan menjadi tujuan pelayanan. Organisasi dapat dinilai
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berhasil karena seluruh tahapan selesai, sementara kebutuhan warga
belum terselesaikan.

Orientasi yang terlalu berpusat pada organisasi pada saat yang
sama memindahkan beban koordinasi kepada masyarakat. Warga
harus memahami pembagian instansi, istilah birokrasi, persyaratan,
dan jalur kewenangan sebelum memperoleh layanan. Hierarki
memberi kejelasan, tetapi dapat memperlambat keputusan;
spesialisasi membangun kompetensi, tetapi juga menciptakan silo.
Akibatnya, satu masalah warga yang melintasi beberapa sektor tetap
terfragmentasi meskipun kinerja masing-masing instansi meningkat
(Kasiwi et al., 2025). Keterbatasan tersebut dapat dipahami melalui
konsep beban administratif. Pelayanan dapat tampak efisien dari
sudut pandang organisasi, tetapi tetap mahal bagi warga karena
menimbulkan biaya belajar, biaya kepatuhan, dan biaya psikologis.
Perspektif tersebut menggeser fokus evaluasi dari seberapa cepat
birokrasi memproses berkas menuju seberapa besar beban yang harus
ditanggung masyarakat untuk memperoleh hak atau layanan publik
(Herd & Moynihan, 2018).

Tekanan terhadap model tersebut semakin kuat Kketika
masyarakat menghadapi kebutuhan yang semakin kompleks dan
membandingkan pelayanan pemerintah dengan layanan digital yang
lebih sederhana serta transparan. Digitalisasi berupaya mengurangi
friksi melalui portal, aplikasi, formulir elektronik, dan antrean virtual,
tetapi belum tentu menyederhanakan proses, menghapus duplikasi
data, atau mengatasi fragmentasi kewenangan. Teknologi dapat
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi manfaatnya
bergantung pada kesiapan organisasi, desain inklusif, keamanan, dan
kemampuan mengubah proses (Amirova, 2025; Latupeirissa et al.,
2024). Keterbatasan tersebut selanjutnya mendorong pergeseran
menuju pelayanan berbasis manusia. Warga tidak lagi dipandang
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sebagai nomor registrasi atau kasus homogen, tetapi sebagai manusia
yang memiliki hak, kemampuan, keterbatasan, preferensi, dan
konteks sosial yang berbeda. Pemerintah perlu memahami perjalanan
warga sejak kebutuhan muncul hingga manfaat layanan benar-benar
dirasakan. Pendekatan tersebut membedakan warga dari pelanggan
karena pelayanan publik tetap terkait dengan keadilan, hak,
kewenangan, dan akuntabilitas (Nzobonimpa, 2023; Denhardt &
Denhardt, 2015).

Perubahan orientasi tersebut turut mengubah cara nilai pelayanan
dipahami. Public Service Logic menempatkan nilai pada manfaat yang
muncul ketika warga menggunakan layanan dalam konteks
kehidupannya, sedangkan co-production mengakui bahwa hasil
pelayanan sering dibentuk melalui interaksi antara pemerintah,
warga, dan komunitas. Nilai publik berfungsi sebagai ukuran normatif
agar orientasi pada pengalaman pengguna tidak berubah menjadi
consumerism. Pelayanan perlu dinilai dari kemampuannya
menciptakan manfaat, memperoleh legitimasi, menjaga keadilan, dan
didukung kapasitas operasional yang memadai (Osborne, 2020;
Bovaird & Loeffler, 2012; Moore, 1995).

Pelayanan yang Dberpusat pada manusia selanjutnya
membutuhkan kapasitas digital. Transformasi berlangsung ketika
teknologi tidak lagi digunakan sebagai etalase modernisasi, tetapi
untuk mengubah cara pelayanan bekerja. Data yang akurat,
interoperabilitas, identitas digital, analitik, dan kecerdasan buatan
dapat mengurangi pengulangan dokumen, mempercepat proses,
mendukung keputusan, dan memungkinkan layanan yang lebih
proaktif. Prinsip once-only menegaskan bahwa warga tidak seharusnya
terus menyerahkan informasi yang secara sah telah dimiliki
pemerintah. Penerapannya tetap membutuhkan dasar hukum,
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kesamaan makna data, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme
pengawasan (Doan et al., 2025).

Penggunaan Al memperluas kapasitas pelayanan sekaligus
meningkatkan risiko tata kelola. Algoritma dapat membantu
klasifikasi, prediksi, chatbot, dan personalisasi, tetapi juga membawa
risiko bias, keamanan siber, masalah etika, dan kaburnya akuntabilitas
(Vatamanu & Tofan, 2025). Oleh karena itu, teknologi yang berpusat
pada manusia memerlukan pembagian jelas antara tugas mesin dan
tanggung jawab manusia. Human oversight memastikan manusia
tetap dapat memantau, menjelaskan, menghentikan, dan mengoreksi
sistem ketika keputusan mengandung risiko atau konsekuensi besar.
Kepercayaan publik juga bergantung pada transparansi, perlindungan
hak, kompetensi institusi, dan partisipasi pemangku kepentingan
(Chandra & Feng, 2025; Robles & Mallinson, 2023; Bokhari et al., 2025).
Pada saat yang sama, kemampuan teknologi memperlihatkan batas
organisasi tunggal. Data tidak dapat terintegrasi ketika instansi
menolak berbagi, layanan proaktif tidak dapat berjalan ketika
kewenangan terfragmentasi, dan Al sulit dipertanggungjawabkan
ketika tanggung jawab tersebar tanpa koordinasi. Karena itu,
pelayanan yang berpusat pada manusia perlu bergerak menuju
ekosistem kolaboratif. Pemerintah tetap memegang mandat formal,
tetapi pelayanan dibangun melalui koneksi antaraktor. Pemerintah
berperan sebagai pengarah nilai publik, penjaga hak, pengatur
standar, pengelola data, penyedia kapasitas, dan koordinator ketika
kepentingan berbeda (Hietala & Paivarinta, 2025).

Kolaborasi turut mengubah peran warga dan aktor
nonpemerintah. Warga dapat terlibat dalam definisi masalah, desain,
implementasi, dan evaluasi; sektor swasta menyediakan teknologi dan
keahlian; organisasi masyarakat sipil menjangkau kelompok yang

sulit diakses; sedangkan komunitas membawa pemahaman konteks
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lokal. Distribusi kapasitas tersebut dapat memperluas jangkauan
pelayanan, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan vendor,
konflik kepentingan, fragmentasi standar, dan kaburnya akuntabilitas.
Karena itu, setiap hubungan perlu memiliki tujuan publik, standar
data, pembagian tanggung jawab, mekanisme evaluasi, dan jalur
koreksi yang jelas. Pada akhirnya, ekosistem kolaboratif
membutuhkan kepercayaan dan interoperabilitas yang terlembaga.
Aktor perlu mengetahui siapa yang berwenang mengambil
keputusan, data apa yang dapat dibagi, standar apa yang digunakan,
dan siapa yang menanggung risiko ketika terjadi kegagalan.
Interoperabilitas mencakup dimensi teknis, semantik, organisasional,
dan legal; ketimpangan pada satu dimensi dapat menggagalkan
keseluruhan integrasi (Kasiwi et al., 2025). Kolaborasi dapat mengatasi
fragmentasi, tetapi juga dapat berubah menjadi koordinasi lambat
ketika sistem tidak memiliki kapasitas belajar. Kondisi tersebut
mengarahkan transformasi menuju kebutuhan berikutnya: inovasi
sebagai kemampuan untuk bereksperimen, membaca umpan balik,
memperbaiki pelayanan, dan menyesuaikan ekosistem tanpa

kehilangan akuntabilitas.

C. INOVASI ADAPTIF DAN PARADIGMA INTEGRATIF

SOCIETY 5.0

Inovasi pelayanan publik tidak dapat dibatasi pada sebagai
penciptaan aplikasi baru. Inovasi adalah kemampuan organisasi dan
ekosistem untuk menemukan cara yang lebih baik dalam
menyelesaikan masalah publik melalui perubahan proses, aturan,
kanal, pembagian kerja, teknologi, dan partisipasi. Berbeda dengan
paradigma konvensional yang menekankan stabilitas, paradigma

inovatif memperlakukan layanan sebagai sistem yang terus diuji
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melalui pengalaman dan hasil. Umpan balik menjadi sumber
pembelajaran untuk menemukan kegagalan, kelompok yang
tertinggal, dan asumsi desain yang perlu diperbaiki.

Siklus inovasi berlangsung dari pemahaman masalah menuju ide,
prototipe, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan. Setiap tahap
memerlukan bukti dan perlindungan yang proporsional dengan
risikonya. Teknologi hanya menghasilkan kinerja ketika organisasi
mampu merespons perubahan, mengalokasikan sumber daya, dan
menyesuaikan proses secara cepat (Atobishi et al., 2024). Kelincahan
bukan berarti kecepatan tanpa kendali, tetapi kemampuan mendeteksi
perubahan, memilih respons, dan mengonfigurasi ulang sumber daya
melalui kepemimpinan, tim lintas fungsi, akses data, ruang
eksperimen, dan keputusan yang proporsional. Kapasitas inovasi
perlu dilembagakan agar berkelanjutan. Inovasi sulit bertahan ketika
aturan anggaran, pengadaan, data, sumber daya manusia, dan
evaluasi menutup ruang perubahan. Organisasi perlu memastikan
bahwa gagasan dapat diuji, bukti dibagikan, dan praktik yang berhasil
diperluas melampaui individu atau proyek. Pada saat yang sama,
inovasi perlu dinilai dari nilai yang dihasilkan dan risiko yang
ditimbulkan. Semakin besar konsekuensinya, semakin kuat kebutuhan
terhadap audit, dokumentasi, dan jalur koreksi. Transformasi digital
yang bertanggung jawab menempatkan keberlanjutan, nilai bersama,
dan kemitraan manusia-teknologi sebagai bagian dari desain sejak
awal (Pappas et al., 2023). AI memperjelas kebutuhan tersebut karena
dapat meningkatkan respons dan akurasi, tetapi juga membawa risiko
keadilan algoritmik, privasi, keputusan otomatis, pembagian
tanggung jawab, dan kesenjangan digital (Fan, 2025).

Keempat pergeseran tersebut membentuk satu rantai penalaran.
Keterbatasan pelayanan konvensional melahirkan kebutuhan untuk

menempatkan manusia sebagai pusat. Orientasi manusia memerlukan
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teknologi agar dapat diterapkan dalam skala besar. Teknologi
membutuhkan kolaborasi karena data, kewenangan, dan kapasitas
tersebar. Kolaborasi membutuhkan inovasi agar sistem mampu belajar
dan menyesuaikan diri. Rangkaian tersebut menempatkan
transformasi menuju Society 5.0 sebagai paradigma integratif, bukan
sekadar label teknologi canggih. Integrasi tersebut tetap
membutuhkan batas normatif karena kapasitas yang lebih besar tidak
otomatis menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Integrasi dapat
memperbesar konsentrasi data, AI mempercepat bias, kolaborasi
mengaburkan tanggung jawab, dan eksperimen memindahkan risiko
kepada warga. Transformasi harus dibatasi oleh prinsip keadilan, hak,
keamanan, dan akuntabilitas. Batas tersebut bukan penghambat
inovasi, tetapi syarat bagi legitimasi publik (Pappas et al., 2023;
Vatamanu & Tofan, 2025).

Risiko yang paling langsung ialah kesenjangan digital yang
mencakup bukan hanya akses internet, tetapi juga perangkat, literasi,
bahasa, disabilitas, kepercayaan, dan kemampuan mengatasi
kegagalan proses. Karena itu, inklusi memerlukan pelatihan,
antarmuka sederhana, dukungan organisasi masyarakat, dan layanan
hibrida (Morte-Nadal & Esteban-Navarro, 2025). Risiko lainnya
bersumber dari bias algoritmik, privasi, keamanan, dan pengawasan.
Pilihan variabel, bobot, ambang, dan data pelatihan tetap
mengandung keputusan normatif. Pelibatan warga dapat membantu
mengurangi bias dan memperkuat legitimasi layanan berbasis Al
(Nzobonimpa, 2023), sedangkan integrasi data memerlukan
minimisasi data, pembatasan tujuan, kontrol akses, pencatatan
penggunaan, keamanan berlapis, dan evaluasi dampak privasi
(Vatamanu & Tofan, 2025; Fan, 2025). Akuntabilitas menjadi semakin
kompleks ketika keputusan dihasilkan melalui kombinasi data, model,
vendor, pejabat, dan petugas. Kajian Al dalam administrasi publik
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menunjukkan bahwa trustworthiness dan accountability masih
menjadi agenda governance yang belum tuntas (Chandra & Feng,
2025). Ketergantungan pada vendor juga dapat mengurangi kapasitas
strategis pemerintah ketika sistem, data, model, dan pengetahuan
teknis dikuasai penyedia. Pemerintah perlu menjamin arsitektur
terbuka, portabilitas data, dokumentasi, transfer pengetahuan, hak
audit, dan kemampuan mengambil alih fungsi kritis. Kewenangan
publik tidak dapat dipindahkan kepada sistem atau vendor tanpa
garis tanggung jawab yang dapat ditelusuri (Chandra & Feng, 2025;
Fan, 2025).

Secara konseptual, Society 5.0 perlu dibedakan dari digital
government dan smart governance. Digital government menjelaskan
penggunaan teknologi dalam proses pemerintahan, sedangkan smart
governance menekankan data, jaringan, platform, dan koordinasi
cerdas. Society 5.0 menambahkan orientasi sosio-teknis yang lebih
normatif: integrasi ruang siber dan fisik harus diarahkan pada
penyelesaian masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan manusia
(Pappas et al., 2023; Rohayati & Abdillah, 2024). Nilai analitisnya
terletak pada kemampuan menilai kesesuaian antara tujuan sosial,
desain teknologi, struktur kelembagaan, dan pengalaman manusia.

Oleh karena itu, bab ini menggunakan Society 5.0 sebagai
kerangka integratif, bukan teori kausal atau tahapan kematangan.
Transformasi tidak bergerak secara linear dari manual menuju digital
lalu selesai pada tahap cerdas. Organisasi dapat maju pada satu
dimensi dan tertinggal pada dimensi lain (United Nations Department
of Economic and Social Affairs, 2024, Waara, 2025). Manusia tetap
menjadi pusat nilai karena teknologi harus dinilai dari
kemampuannya mengurangi beban administratif, memperluas akses,
melindungi hak, dan memperbaiki hasil pelayanan (Rohayati &
Abdillah, 2024).
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Sintesis argumentasi tersebut menghasilkan empat pilar
pelayanan publik 5.0: human-centered service sebagai penentu nilai dan
kebutuhan; technology-enabled service sebagai penyedia kapasitas
data, integrasi, otomasi, dan akses; collaborative service sebagai
penghubung aktor dan sumber daya; serta innovation-driven service
sebagai kapasitas untuk menguji, belajar, dan menyesuaikan sistem.
Keempat pilar saling bergantung: manusia menentukan tujuan
teknologi, teknologi memperluas kolaborasi, kolaborasi memperkaya
pengetahuan untuk inovasi, dan inovasi menguji apakah seluruh
proses menghasilkan nilai bagi manusia.

Paradigma tersebut turut mengubah ukuran kinerja. Pelayanan
publik Society 5.0 tidak hanya menilai kepatuhan, output, jumlah
layanan daring, dan kecepatan transaksi, tetapi juga outcome, akses,
keadilan, kepercayaan, keamanan, pembelajaran, dan kemampuan
menyelesaikan masalah lintas organisasi. Tata kelola menjadi pengikat
agar orientasi manusia tidak berhenti sebagai retorika, teknologi tidak
memperbesar risiko, kolaborasi tidak mengaburkan tanggung jawab,
dan inovasi tidak berhenti sebagai proyek sesaat.

Kerangka ini bertumpu pada lima prinsip: nilai publik harus
mendahului pilihan teknologi; integrasi harus mengurangi beban
warga tanpa mengurangi perlindungan data; kolaborasi harus
memiliki pembagian tanggung jawab yang dapat ditelusuri; inovasi
harus disertai bukti dan evaluasi; dan setiap warga harus memiliki
jalur realistis untuk memperoleh layanan. Society 5.0 menjadi relevan
ketika prinsip tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan
konkret melalui proses yang bersifat siklik: perubahan kebutuhan
manusia menuntut penyesuaian teknologi, konfigurasi kolaborasi
baru, dan inovasi lanjutan. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi
agenda transformasi pelayanan publik di Indonesia.
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D. AGENDA  TRANSFORMASI  PELAYANAN  PUBLIK
INDONESIA DAN KERANGKA DIAGNOSTIK NILAI 5.0
Agenda transformasi pelayanan publik di Indonesia perlu diawali

dari desain ulang layanan berdasarkan kebutuhan manusia, bukan

penambahan kanal digital. Pemerintah perlu memilih layanan
prioritas berdasarkan beban warga, memetakan perjalanan pengguna,
mengidentifikasi pengulangan data, hambatan informasi, dan titik
kegagalan kelompok rentan sebelum proses didigitalisasi. Evaluasi
juga perlu mengukur waktu, tingkat penyelesaian, pengulangan data,
kegagalan akses, penggunaan bantuan, dan pengalaman kelompok
rentan karena model kematangan digital yang hanya menilai kesiapan

organisasi belum cukup berorientasi pada warga (Waara, 2025).
Desain yang berpusat pada manusia membutuhkan infrastruktur

digital yang terintegrasi dan aman. Tantangan utama Indonesia bukan
kekurangan aplikasi, tetapi kemampuan data, sistem, dan organisasi
bekerja sebagai satu pengalaman pelayanan. Interoperabilitas perlu
diperlakukan sebagai reformasi kelembagaan melalui standar data,
identitas dan otorisasi yang aman, mekanisme pertukaran, serta
pembagian tanggung jawab yang jelas. Integrasi harus berjalan
bersama perlindungan privasi, logging, audit, respons insiden,
klasifikasi risiko Al, arsitektur terbuka, portabilitas data, dokumentasi,
dan transfer pengetahuan.

Infrastruktur tersebut hanya akan efektif apabila didukung
ekosistem kolaboratif. Koordinasi lintas organisasi perlu bergeser dari
sinkronisasi kegiatan menuju penyelesaian perjalanan warga.
Pemerintah menetapkan nilai publik, melindungi hak, dan
memastikan akuntabilitas; sektor swasta menyediakan teknologi;
perguruan tinggi memperkuat evaluasi dan eksperimen; organisasi
sosial menjangkau kelompok rentan; sedangkan warga menyediakan

pengetahuan pengalaman. Partisipasi karena itu perlu bergerak dari
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survei kepuasan menuju keterlibatan dalam desain dan evaluasi,
terutama karena kondisi sosial ekonomi memengaruhi efektivitas
interaksi digital (Pislaru et al., 2024).

Ekosistem kolaboratif selanjutnya memerlukan kapasitas inovasi
dan pembelajaran. Inovasi harus menjadi kemampuan organisasi
melalui umpan balik, pengukuran kegagalan, tim lintas fungsi,
eksperimen, dan siklus perbaikan. Pengadaan dan anggaran perlu
memberi ruang bagi pengembangan bertahap, sedangkan aparatur
perlu memiliki kemampuan membaca data, memahami pengalaman
warga, bekerja lintas profesi, menilai risiko teknologi, dan mengelola
perubahan. Investasi teknologi karena itu harus berjalan bersama
pengembangan organisasi dan kapasitas manusia (Rohayati &
Abdillah, 2024).

Transformasi pada saat yang sama harus menjamin legitimasi,
inklusi, dan akuntabilitas. Warga perlu memahami keputusan,
mengetahui pihak yang bertanggung jawab, dan memiliki jalur
koreksi. Sistem otomatis yang memengaruhi hak harus menyediakan
penjelasan, pengawasan manusia, dan mekanisme banding yang
proporsional dengan risiko. Keberhasilan tidak cukup diukur melalui
jumlah pengguna atau transaksi, tetapi juga melalui siapa yang gagal
mengakses, siapa yang bergantung pada bantuan, dan siapa yang
tertinggal. Agenda Indonesia bukan sekadar membangun
pemerintahan yang lebih digital, tetapi pelayanan yang lebih
manusiawi melalui teknologi yang tepat, kolaborasi yang terkelola,
dan inovasi yang bertanggung jawab.

Sintesis argumentasi tersebut menghasilkan Kerangka Diagnostik
NILAI 5.0. Kerangka ini bukan model kematangan teknis atau
hubungan kausal linear, tetapi alat untuk menilai apakah transformasi
memiliki orientasi publik, arsitektur operasional, kapasitas adaptif,

batas akuntabilitas, dan mekanisme inklusi. Hubungan kelima unsur
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bersifat rekursif karena kegagalan pada satu unsur harus mendorong
penilaian ulang terhadap desain keseluruhan.

N, Nilai publik, berfungsi menetapkan masalah yang hendak
diselesaikan, pihak yang terdampak, dan nilai yang harus dilindungi.
Orientasi ini mencegah efisiensi mengorbankan keadilan dan
membantu menilai trade-off antara kecepatan, akses, privasi,
keamanan, kepastian hukum, dan distribusi manfaat (Moore, 1995).
Nilai juga harus dibaca dari pengalaman dan outcome karena output
organisasi belum tentu identik dengan manfaat warga (Osborne, 2020).

I, Integrasi, berfungsi menghubungkan data, proses, dan
organisasi berdasarkan kebutuhan warga. Integrasi mencakup
dimensi teknis, semantik, organisasional, dan legal. Keberhasilannya
tidak diukur dari jumlah sistem yang terhubung, tetapi dari
berkurangnya duplikasi dan friksi melalui prinsip once-only, layanan
komposit, dan proses proaktif yang proporsional (Kasiwi et al., 2025;
Amirova, 2025).

L, Layanan adaptif, merepresentasikan kemampuan layanan
membaca perubahan, menerima umpan balik, dan menyesuaikan
proses. Adaptasi memerlukan data, ruang eksperimen, tim lintas
fungsi, dan pembelajaran karena kapabilitas digital hanya
menghasilkan kinerja ketika organisasi mampu mengubah keputusan
dan cara bekerja (Atobishi et al., 2024). Co-design dan pengujian
iteratif membantu memastikan perubahan mengikuti kebutuhan
nyata, bukan asumsi organisasi (Choi & Cucciniello, 2026).

A, Akuntabilitas, menentukan batas legitimasi Al dan otomasi.
Pemerintah perlu mengetahui tujuan sistem, data yang digunakan,
asumsi model, potensi bias, pihak yang bertanggung jawab, dan jalur
koreksi. Semakin besar dampaknya terhadap hak dan akses, semakin
tinggi kebutuhan terhadap audit, logging, human oversight, keamanan,
dan banding (Chandra & Feng, 2025; Vatamanu & Tofan, 2025).
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Kepercayaan juga bergantung pada kemampuan institusi
menunjukkan penggunaan data yang sah, kompetensi, transparansi,
dan koreksi kesalahan (Robles & Mallinson, 2023).

I, Inklusi, digunakan untuk menguji apakah manfaat transformasi
dapat diakses secara adil. Pemerintah perlu memperhatikan
konektivitas, perangkat, keterampilan, pendidikan, bahasa, disabilitas,
wilayah, biaya, dan kepercayaan. Pendampingan harus menjadi
bagian dari infrastruktur pelayanan karena penggunaan layanan
digital berkaitan dengan kemampuan dan pengalaman warga (Mesa,
2023). Interaksi manusia tetap diperlukan untuk kasus kompleks,
pengecualian, pendampingan, dan koreksi. Kanal hibrida bukan
kegagalan digitalisasi, tetapi mekanisme untuk menjaga akses
universal (Morte-Nadal & Esteban-Navarro, 2025).

Keunggulan Kerangka NILAI 5.0 terletak pada kemampuannya
menghubungkan  pertanyaan normatif dengan kebutuhan
operasional. Transformasi tidak cukup dinilai dari kecanggihan
teknologi, tetapi dari kejelasan tujuan publik, integrasi arsitektur,
kemampuan belajar, akuntabilitas teknologi, dan keadilan akses.
Sebuah layanan baru layak disebut transformatif ketika kelima unsur
tersebut bekerja sebagai satu kesatuan.

E. PENUTUP

Transformasi pelayanan publik di era Society 5.0 menandai
pergeseran pusat gravitasi administrasi publik dari organisasi,
prosedur, dan kepatuhan menuju manusia sebagai pusat pelayanan.
Birokrasi tetap memerlukan legalitas, standardisasi, dan akuntabilitas,
tetapi seluruhnya harus dinilai dari kontribusinya terhadap akses,
keadilan, penyelesaian masalah, dan nilai publik.
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Secara teoretis, transformasi tersebut tidak memadai apabila
dijelaskan melalui digitalisasi semata. New Public Service menegaskan
posisi warga sebagai warga negara, Public Service Logic menjelaskan
value-in-use, administrative burden menunjukkan biaya yang
ditanggung masyarakat, sedangkan public value memberi ukuran
normatif. Literatur transformasi digital kemudian menjelaskan
bagaimana data, Al, interoperabilitas, dan ekosistem memperluas
kapasitas pelayanan. Pertemuan kedua rumpun tersebut
menunjukkan bahwa transformasi pelayanan merupakan persoalan
sosio-teknis dan institusional, bukan sekadar proyek teknologi
informasi.

Dalam konteks Indonesia, agenda utamanya bukan menambah
aplikasi, tetapi mengurangi friksi pelayanan melalui desain berbasis
perjalanan warga, interoperabilitas sebagai reformasi kelembagaan,
kanal hibrida, tata kelola AI berbasis risiko, dan kapasitas
pembelajaran organisasi. Keberhasilan perlu diukur melalui beban
warga, tingkat penyelesaian, akses kelompok rentan, keamanan,
kepercayaan, dan outcome, bukan sekadar jumlah unduhan atau
transaksi.

Kerangka Diagnostik NILAI 5.0 mengonsolidasikan kebutuhan
tersebut melalui nilai publik, integrasi, layanan adaptif, akuntabilitas,
dan inklusi. Kerangka ini menempatkan Society 5.0 bukan sebagai
slogan teknologi, tetapi sebagai orientasi untuk membangun
pelayanan yang manusiawi, terintegrasi, adaptif, aman, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Masa depan pelayanan publik ditentukan
bukan oleh kecepatan adopsi teknologi, tetapi oleh kemampuan
institusi mengubah kapasitas teknologi menjadi nilai yang nyata dan
adil bagi warga.
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BAB 2

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS COLLABORATIVE
GOVERNANCE

Faisal Ardiansyah, S.A.P., M.A.P.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Orientasi inovasi pelayanan publik tengah bergeser dari
pembaruan yang berpusat pada organisasi menuju penciptaan solusi
berbasis ekosistem. Model inovasi internal pemerintah tetap relevan
bagi persoalan yang batas dan penyebabnya relatif jelas. Namun,
kebutuhan pelayanan kontemporer semakin bergantung pada
pengetahuan, teknologi, sumber daya, dan legitimasi yang tersebar di
luar struktur birokrasi (Casula & Migone, 2025; Nguyen et al., 2024).

Keterbatasan organisasi tunggal semakin nyata ketika persoalan
pelayanan melintasi sektor, wilayah, dan kelompok pengguna.
Pemerintah dapat memiliki kewenangan formal dan data
administratif, tetapi tidak selalu menguasai pengalaman warga,
teknologi, kapasitas eksperimental, maupun jaringan sosial yang
diperlukan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kapasitas
formal pemerintah dan kapasitas riil untuk menyelesaikan masalah
publik (Acebillo-Baqué et al.,, 2025, Hietala & Pdivarinta, 2025).

Tekanan untuk berinovasi kerap dijawab melalui pembangunan
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BAB 3
REFORMASI BIROKRASI DAN
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DIGITAL

Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah
menyelenggarakan administrasi publik. Digitalisasi tidak lagi sekadar
mendukung efisiensi administrasi, tetapi menjadi bagian dari strategi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,
transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik (OECD, 2020).
Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan transformasi digital
merupakan dua agenda yang saling melengkapi dalam membangun
birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan
(Osborne, 2010).

Perkembangan konsep pemerintahan digital menunjukkan
pergeseran dari e-government menuju digital government dan digital
governance yang menekankan integrasi proses bisnis, pemanfaatan
data, kolaborasi, serta inovasi pelayanan publik (Mergel et al., 2019).
Di Indonesia, transformasi tersebut diwujudkan melalui implementasi

SPBE, Satu Data Indonesia, dan berbagai layanan publik digital
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BAB 4
KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DAN
INOVASI LAYANAN PUBLIK
DAERAH

Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi sejak era reformasi telah mengubah
paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah
daerah tidak lagi berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah
pusat, tetapi memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola
urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
masyarakat di daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut
mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif,
akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, pelayanan publik menjadi
salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sekaligus mencerminkan kapasitas birokrasi
dalam menciptakan nilai publik (Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014).
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BAB 5

KOMUNIKASI PUBLIK DALAM
PELAYANAN DIGITAL ERA SOCIETY
5.0: STRATEGI KOMUNIKASI
PEMERINTAHAN UNTUK
EFEKTIVITAS INFORMASI,
TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
PUBLIK

Dr. Sutrisman Basir, S. Sos., M.I. Kom.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah di
berbagai negara untuk memperbarui cara kerja birokrasi,
mempercepat pelayanan publik, memperluas akses informasi, serta
membangun relasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Dalam
konteks tersebut, pelayanan publik tidak lagi hanya dipahami sebagai
proses administratif yang dilakukan secara tatap muka, tetapi telah
berkembang menjadi layanan berbasis digital yang memanfaatkan
website, aplikasi, media sosial, kanal pengaduan daring, pusat data,

dan platform layanan terpadu.
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BAB 6

PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN LITERASI DIGITAL
DALAM PELAYANAN PUBLIK

Dr. Sutrisman Basir, S. Sos., M.I.Kom.
Universitas Negeri Makassar

A. TRANSFORMASI DIGITAL SEBAGAI FONDASI

PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK

Transformasi digital telah menjadi fondasi penting dalam
perubahan tata kelola pelayanan publik. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk tidak lagi
hanya mengandalkan mekanisme pelayanan konvensional, tetapi juga
mengembangkan layanan berbasis digital yang lebih cepat, terbuka,
terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks ini,
pelayanan publik tidak lagi semata-mata dipahami sebagai proses
administratif, melainkan sebagai proses sosial-komunikatif yang
menghubungkan pemerintah dengan warga melalui berbagai kanal
informasi dan interaksi.

Di Indonesia, transformasi digital pelayanan publik memperoleh
legitimasi kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini
menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
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BAB -
TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI INFRASTRUKTUR
INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Makassar

A. KONSEP TEKNOLOGI INFORMASI DALAM

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Teknologi informasi merupakan unsur penting dalam perubahan
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada era digital.
Dalam konteks pelayanan publik, teknologi informasi tidak hanya
dipahami sebagai perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet,
atau aplikasi digital, tetapi sebagai sistem yang digunakan untuk
mengelola informasi, mempercepat proses kerja, meningkatkan
keterbukaan layanan, serta memperbaiki hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, teknologi informasi
menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang lebih
cepat, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada masa sebelumnya, pelayanan publik banyak dilakukan
secara manual. Masyarakat harus datang langsung ke kantor
pelayanan, membawa berkas fisik, mengantre, serta mengikuti
prosedur administrasi yang sering kali berulang. Model pelayanan

seperti ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti lambatnya proses
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BAB 8

ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
BIG DATA, DAN INTERNET
OF THINGS DALAM
PELAYANAN PUBLIK

Muhammad Hidayat L, S. Pd., M. Pd.
Universitas Negeri Makassar

A. KONSEP ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA, DAN
INTERNET OF THINGS DALAM PEMERINTAHAN DIGITAL
Artificial Intelligence, Big Data, dan Internet of Things merupakan

tiga teknologi penting dalam pengembangan pemerintahan digital.
Ketiganya tidak hanya dipahami sebagai teknologi teknis, tetapi juga
sebagai bagian dari perubahan cara kerja birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik. Jika teknologi informasi menjadi infrastruktur dasar
pelayanan digital, maka Al, big data, dan IoT menjadi teknologi
lanjutan yang dapat meningkatkan kualitas, kecepatan, ketepatan, dan
responsivitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi
yang dirancang agar sistem komputer mampu menjalankan tugas-
tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dalam
pelayanan publik, AI dapat membantu pemerintah mengenali pola

data, mengelompokkan informasi, memberikan rekomendasi,
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BAB g
DATA-DRIVEN PUBLIC
SERVICE: PEMANFAATAN
DATA STATISTIK DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PELAYANAN PUBLIK

Misbahuddin, S. Pd., M. Si.
Universitas Negeri Makassar

A. KONSEP DATA-DRIVEN PUBLIC SERVICE

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perkembangan
teknologi informasi, komputasi awan (cloud computing), kecerdasan
buatan (artificial intelligence), Internet of Things (IoT), serta analisis data
(data analytics) memungkinkan pemerintah mengelola informasi
dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Kondisi tersebut mendorong lahirnya paradigma baru dalam tata
kelola pemerintahan yang menempatkan data sebagai sumber daya
strategis untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik.

Pada tahap awal transformasi digital, fokus pemerintah lebih
banyak diarahkan pada digitalisasi layanan melalui konsep electronic

government (e-government). Pendekatan ini bertujuan memanfaatkan
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PENGUKURAN KINERJA DAN
EVALUASI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS STATISTIK

Misbahuddin, S. Pd., M. Si.
Universitas Negeri Makassar

A. KONSEP EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK
Evaluasi kinerja pelayanan publik merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari siklus manajemen pemerintahan modern. Dalam
paradigma good governance dan New Public Management, evaluasi tidak
lagi dipandang sebagai kegiatan administratif yang dilakukan setelah
suatu program selesai dilaksanakan, tetapi menjadi proses yang
berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa
pelayanan publik telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi
memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan suatu
kebijakan, efektivitas penggunaan sumber daya, serta kualitas layanan
yang diterima masyarakat. Melalui evaluasi yang sistematis,
pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan, mengukur
capaian kinerja, dan merumuskan strategi perbaikan yang berorientasi

pada peningkatan kualitas pelayanan.
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TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS DIGITAL:

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan
besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat kini
tidak hanya mengharapkan pelayanan yang cepat dan efisien, tetapi
juga Iafyanan yang mudah_diakses, transparan, responsif, aman,
inklusif, dan mamopu menjawab kebutuhan nyata warga. Dalam
konteks Socjety 5.0, teknologi tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan
akhir, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas
kehidupan dan menciptakan pelayanan publik yang lebih
manusiawi.

Buku Transformasi Pelayanan_ Publik Berbasis Digital:
Strategi, Inovasi, dan Tata Kelola di Era Society 5.0 membahas
secara komPrehenslf perubahan pelayanan publik dari model
konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang berpusat
pada manusia. Pembahasan mencakup transformasi pelayanan

ublik, inovasi berbasis collaborative governance, reformasi
irokrasi dan tata kelola pemerintahan digital, serta peran
kepemimpinan dalam mendorong inovasi pelayanan publik.

Buku ini juga menempatkan komunikasi publik, partisipasi
masyarakat, dan literasi digital sebaq(al unsur penting dalam
membanEun hubungan gan ebih terbuka antara pemerintah dan
masyarakat. Pelayanan digital yang baik bukan hanya menyediakan
aplikasi atau portal layanan, tetapi juga memastikan bahwa
masyarakat mampu memahami informasi, menyampaikan aspirasi,
memperoleh respons, serta berpartisipasi dalam evaluasi dan
perbaikan pelayanan.

Pada aspek teknologi, pembaca diperkenalkan pada peran
teknologi informasi, integrasi data, cloud computmg, Artificial
Intelligence, Big Data, Internet of Things, chatbot, serta Data-Driven
Publi¢c’ Service dalam mendukung pengambilan keputusan dan

eningkatan kualitas pelayanan. Pemanfaatan teknologi tersebut
etap ditempatkan dalam kerangka etika, keamanan data,
akuntabilitas, perlindungan hak masyarakat, dan pengawasan
manusia.

. Salah satu gagasan utama buku ini adalah Kerangka
Diagnostik NILAl 5.0 yang terdiri atas Nilai Publik, Integrasi,
Layanan Adaptif, Akantabilitas, dan Inklusi. Kerangka ini
menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan publik
tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau ecan%glhan
teknologi, tetapi dari kemampuan pemerintah menghadirkan
manfaatnyata, keadilan akses, kepercayaan publik, sertapelayanan
yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

_Buku ini_dapat me_n'{adi referensi bagi mahasiswa, dosen,
peneliti, aparatur pemerintah, pengambil kebijakan, dan |prakt|S|
pelayanan publik dalam memahami arah pembangunan pelayanan
publik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi” pada
manusiadiera Society 5.0.

Teknololgli< menjadi bermakna ketika mampu mengubah
gelayar_lan publ men&adl lebih mudah, adil, adaptif, terpercaya, dan
ernilai bagi masyarakat.
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